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ABSTRAK

Penyalahguna Narkotika pada lingkungan masyarakat sangat kerap dijuluki sebagai sampah masyarakat yang sangat merusak generasi bangsa. Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika salah satunya diatur dalam Undang – undang Nomor 35 Tentang Narkotika dengan penjatuhan Hukuman Rehabilitasi ataupun Pidana Penjara. Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika mengamanatkan agar mereka yang merupakan pecandu dan korban penyalagunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hasil Penelitian menunjukkan di Pengadilan Negeri Langsa pada Tahun 2021 terregistrasi sebanyak 27 putusan perkara Narkotika dengan pasal 127 dalam penjatuhan hukuman pidana penjara hal ini menunjukkan adanya tanda tanya dalam bagaimana seseorang penegak hukum mengimplikasikasin suatu aturan. Penelitian ini dilakukan secara Kualitatif dengan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, melalui pengambilan sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier.
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ABSTRACT . |
Drug abusers in the community are very often dubbed as community waste that is wdmagmg
to the nation's generation. In the Criminal Act of Narcotics Abuse, one of them is regufated in
Law Number 35 concerning Narcotics with the imposition of Rehabilitation or Imprisonment.
Article 127 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics mandates that those who are
addicts and victims of drug abuse must undergo medical rehabilitation and social rehabilitation.
The results showed that in the Langsa District Court in 2021, 27 Narcotics case verdicts were
registered with article 127 in imprisonment, this shows a question mark in how a law
enforcement person implies a rule. This research was conducted qualitatively with normative
Juridical and empirical juridical research methods, through taking primary data sources,

sources, and tertiary data sources.

ntation, Rehabilitation, Narcotics, Law Enforcement.





